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BAS ;V 

PENLJTUP 

'I. Keslmpulan 
Oarl pembahasan yang letah saya uraikal1 pada bab·bab 
sebelumnya, dapatla1l ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 
a. 	 Hukum posltlf klta mernandang, bahwa menurut pasal 285 KUHP 
pengertian "perkosaan" dalalil marital rape tidak dapat digolongkan 
dalam pasal iniJ karena tindak pidana pemaksaan yang dianggap 
sebagat perkosaan terJadl dalam suatu perl<awlnan yang sah, sehlngga 
tidak memenuhi syarat· alau tidak mengandung unSllf "di IUar 
pernikahan" seperti yang dimaksud dalam pasal 285 KUHP inL Sec3ra 
implisit disebutkan baliwa "parkosaan" ialah pemaksaan !erhadap diri 
seorang wanita Uiltuk bersetubuh di luar pernikahan, dapal diartikan 
pula selaln Istrlnya. Di sam ping Itu, terdapat asumsi dal2m Islam 
bahwa suami Udak dapa{ didakwa bersalah atas tindai< perkosaan 
yang dilakukan pada Istrlnya sendiri. Melalui persetujuan kehendak 
dan perjanjian bersama dalam p3rkawinal1 maka pada saat itu si istri 
letah menyerahkan diri Ilada sang suami Sf cara utlJh baik jlwa maupur. 
raga dan tldak dapat ditarik kemhall, kecuali melalul perceralan. 
a. 	 Sahwa suami yang melakukc:n tindak pidana penganiayaan marital 
rape hanya derJat dituntut melalui pasal 351 KUHP mengenai 
penganiayaan jo pasal 356 ayat (1) KUHP apabila tindak pidana 
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tersebut dUakukan terhadap istrinya sendiri maka hukuman pidananya 
ditambah 113. Kedua pasa l diatas Isbih mengutamakan arti 
panganiayaan dari pad a segi perkosaannya dalam penuntutan tindak 
pidana kekerasan terhadap domestic violence, 
b. 	 M:mglngat kendala yang ditempuh melalul prosedur hukum pidana 
5angat banyak dan rumit. maka lebih tepat apabila istri sehku korban 
tindak kekerasan seksLlal dalsm rumah tangga olsh $uaminya itu untuk 
mengambil langkah dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan 
Agama apabila ia beragama Islam dan pada Pengaciilan Nbgeri untuk 
selaln yang berj:)gama Islam. Cara inj merupakan langkah paling 
praktis dan tepat langsung menuju pada sasaran, mengingat 1ujuan 
utama darl maksud pengaduan istr! terhadap susminya ke polisi 
melalui prosedur hukllm pidana ataupun pengajuan cerai gugat I<e 
Pengadilan Agama sama-~ama bertujuan untuk mem isahka() istri 
selaku korban pemaksaan darl suaml yang kejam tersebut, yaitu tldai< 
lain adaJah menuntut perceraian, maka dari kedua pengaturan baik 
menurut hukum pidana atau melalui jalur hukum Islam adalah sama­
sarna berm uara pad a pej~era!an. 
-.:, 	 Berdasar pada pasal 39 avai (2) Undang-Undang Perkawincll1, untuk 
dapat melangsungkan suatu perlstiwa hukum perceraian harLls 
terdapat cukup alasan bahwa diantara pasangan suami-istri tersebut 
sudah tidak aaa lagi k9cocokan dan tidak dapat h:dup rukun 
sebagaimana layaknya suami-istri. Menunjuk pada pasal 19 huruf d 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun '1975 bahwa dengan alaS3n 
salah satu pihak telah meia!<ukan tindak kekerasan yang kejam 
ataupun penganlayaan beraf yan{; dapat mernbahayakan nyawa bani 
pihak yang lain, maka cukup kuat kiranya untuk dijadikan ala·san dalam 
pengajuan gugat ceral ke Pengadila,l Agama, 
2. 	 Saran 
Berangkat dari uraian-uraian dan kesimpulan di atas, maka dapat 
dikem lIkakan beberapa saran sebagai berikut : 
a. 	 Guna mempermudah pengusutan kasus tin~ak pidana mariial rar.e, 
p~ra istri sebagai korban tindak kekerasan penganiayaan yang 
mengarah pads pemaksaan Uf!tuk melakukan hubungan seksual oleh 
suaminya tanpa mempernalikan kehendak si istri dan tanpa 
persetujuannya, sebaiknya tidak menutupi tindak kejatlatan yang 
dialamlnya Itu, la seharusnya tidak diam saJa. Sebagal m an~sla blasa, 
tentunya seorang istri jllg~ mampunyak hak untuk berl>uara yang 
merupakan sebagian dari hak asasinya. Seharusnya ia melaporkan 
setiap penganiayaan dan pemaksaan yang dilakukan oleh suaminya 
kepada yang berwajib atau para aparat peregak hukum, 
b. 	 Sesua! dalam ketentuan ta'Uk talal<, terdapat pernyataan dalam sighat 
ta'iak yang diucapkan suami sesudah akad nikah salah satu 
diontaranya bahwa apauila suarni menyakili badan/jasmani istrinys, 
kemudian jika si istri mengaclllkan pada Pengadifan Agama dengan 
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mem bayar 'iwadl untuk itu make jatuhlah tala:< satu pauanya. 
Mengenai ketentuan di afas, maKe para suemi hendakiah mengingat 
akan janji tersebut dan senantiasa menjaga dan menyayailgi istrinya 
sepanjang zama:l . 
. c. 	 Mengingat bahw~ Undang-Undang yang tepat adalah salah satu 
benluk langkah penting dalam memberikan kapastian dan 
perlindungan hukum terliadap korban marital rape, ma:,s dipellol(i:lfl 
pengaturan hukum yang lebih jelas dan terperinc! dalam meiindungi 
kaum hawa untuK di kern udia n hari. Diharapkan dengan ~danya 
ketentuan Undang-Undang yang khusus tersebut mampu member/kan 
ganJaran yang setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oletl 
seorang suaml ierhadap istrinya melalui aneaman pidana yang 
dijatuhkan. 
d. 	 Kaum haw a m6manglah suatu kaum yang lembut, tbtapi jangan 
diartikan sebagai kaum yang lemah. Dengan berkembangnya Um u 
pengetahuan dan teknoJogi, sebagai kaum yang dibawah laki-/aki, 
seharusnya kaum perempuan tidak tinggai diam menerima 
keterbelakangan dari kaum lakHaki. Pada m asa sekarang tidak ada 
lagi mana yang kuat atau yang lemah. Yang lemah adaiah mereka 
yang hanya menunggu dan tinggal diam. Lakj..laki dan perempuan kini 
berdiri sedarajat mam iliki hak dan kewajiban yang sam a dalam 
pemenuhan hak: asasi mereka dengan tidak meninggalkan kodrat 
mereka masing-masing. 
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